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PEMERINTAH DESA PASIRAGUNG
KECAMATAN HANTARA KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRAGUNG
NOMOR : 03 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TPK FASILITASI DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2026

KEPALA DESA PASIRAGUNG,
	Menimbang
	:
	a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Desa selaku pemungut PBB-P2 menunjuk petugas untuk melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penagihan dan penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dibutuhkan petugas pemungut yang berdedikasi tinggi, berintegritas dan bekerja keras;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);


	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang PetunjukOperasionalAtasFokusPenggunaan DD Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1241);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/2023 tentang Pengalokasian DD SetiapDesa, Penyaluran Dan Penggunaan DD Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1242);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017; 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; 
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Tata Cara PengadaanBarang/Jasa Di Desa;
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Transaksi Non Tunai di Desa;
28. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 400/10.2.4/KPTS.967-DPMD/2023 Tentang Harga Satuan Belanja Dalam Pelaksanaan APB Desadi Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;
29. Keputusan Bupati Kuningan Nomor. 346 tanggal 18 Maret 2026 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2026;
30. Peraturan Desa Pasiragung Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031;
31. Peraturan Desa Pasiragung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Desa Pasiragung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
33. Peraturan Desa Pasiragung Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Desa Pasiragung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

	




MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRAGUNG TENTANG PENETAPAN TPK FASILITASI DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DESA PASIRAGUNG TAHUN 2026.

	KESATU
	:
	Menunjuk Petugas TPK Fasilitasi dan Pendapatan Pajak Daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pasiragung Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

	KEDUA
	
	Menugaskan kepada petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:
1. menerima SPPT dari Kepala Desa;
2. menyampaikan SPPT kepada wajib pajak;
3. menagih PBB-P2 yang terutang pada wajib pajak;
4. menerima pembayaran PBB-P2 yang terutang dari wajib pajak;
5. membuat laporan rekapitulasi penerimaan pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak;
6. menyetorkan keuangan PBB-P2 ke koordinator Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank; dan
7. menyampaikan laporan hasil pemungutan PBB-P2 setiap bulan kepada kepala Desa.

	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasiragung Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




[bookmark: _Hlk129561561]Di tetapkan di	:	Desa Pasiragung
Pada Tanggal	:	10 Februari 2026

     KEPALA DESA PASIRAGUNG,




                   DEDE MULYANA




Tembusan : disampaikan Kpd Yth,
1. Ketua BPD Desa Pasiragung
2. Masing-masing yang bersangkutan




LAMPIRAN	Keputusan Kepala Desa Pasiragung
Nomor	:	03 Tahun 2026
Tanggal	:	10 Februari 2026
Tentang	:	Penunjukan Petugas TPK Fasilitasi dan Pendapatan Pajak Daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Pasiragung Kec. Hantara Kab. Kuningan



DAFTAR NAMA PETUGAS
TPK FASILITASI DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH 
PEDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA PASIRAGUNG KECAMATAN HANTARA
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2026

	NO
	NAMA 
	JABATAN
	KETERANGAN

	1. 
	DEDE MULYANA
	Kepala Desa
	Koordinator

	2. 
	AHROJI
	Sekretaris Desa
	Sekretaris

	3. 
	ADI SETIADI KARNA
	Kaur Umum & Tu
	Anggota

	4. 
	NINING SARININGSIH
	Kaur Keuangan
	Anggota

	5. 
	ROJAI
	Kaur Perencanaan
	Anggota

	6. 
	ROBI MARGIANTO SOMADI
	Kasi Pemerintahan
	Anggota

	7. 
	JUHARI PRIATNA
	Kasi Kesejahtraan
	Anggota

	8. 
	MADRONI
	Kasi Pelayanan
	Anggota

	9. 
	NESA RUHYANA
	Kepala Dusun I
	Anggota

	10. 
	RUHYANA
	Kepala Dusun II
	Anggota




Di tetapkan di	:	Desa Pasiragung
Tanggal	:	10 Februari 2026

KEPALA DESA PASIRAGUNG,



               DEDE MULYANA
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